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PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti  menarik kesimpulan bahwa KPK tidak memiliki
wewenang untuk dapat berperan secara langsung dalam melakukan
penyelidikan hingga penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang
dilakukan oleh anggota TNI yang memiliki jabatan pada lembaga non-
militer. Berdasarkan pada kasus ini, meskipun HA (Kepala Basarnas) telah
melakukan tindak pidana korupsi yang memenuhi unsur persyaratan tindak
pidana korupsi yang dapat ditangani oleh KPK seperti yang tertera pada
Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30
Tahun 2002 tentang KPK, tetap saja KPK tidak memiliki kewenangan
untuk melakukan penyidikan hingga penuntutan secara langsung.

KPK memiliki kewenangan untuk dapat berperan dalam
melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap HA, namun
dilakukan secara tidak langsung dengan alasan sebagai berikut:

1) berdasarkan Pasal 6 UU No. 19 Tahun 2019, KPK wajib
melakukan koordinasi dengan Polisi Militer dan APH yang
berada di lingkungan militer;

2) berdasarkan Pasal 6 UU No. 19 Tahun 2019 kewenangan KPK

dalam menangani kasus tersebut dibatasi sehingga hanya dapat
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melaksanakan superivsi terhadap instansi yang berwenang
melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang
dalam hal ini adalah Polisi Militer dan Oditurat Militer.

adanya asas kepentingan militer, asas kesatuan komando dan
asas komandan bertanggung jawab atas anak buahnya
menyebabkan KPK tidak dapat melakukan penyelidikan hingga
penuntutan secara mandiri, namun diperlukan adanya

koordinasi terlebih dahulu kepada APH di lingkungan militer.

Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini akan ditujukan

kepada Pemerintah, khususnya untuk lembaga legislatif dan eksekutif serta

lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di antaranya yakni:

1)

Pemerintah segera melakukan dan mengesahkan revisi UU
Peradilan Militer yang baru, agar klausul pada Pasal 65 ayat (2)
UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI yang isi klausulnya yakni
“Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal
pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan
peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum
yang diatur dengan undang-undang” dapat terlaksana,
dikarenakan ketentuan Pasal 65 berdasarkan Pasal 74 UU No.
34 Tahun 2004 tersebut baru berlaku pada saat UU tentang
Peradilan Militer yang baru diberlakukan. Dibentuknya UU

terbaru mengenai Peradilan Militer diharapkan dapat semakin
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memberikan kejelasan mengenai kewenangan APH untuk
menangani perkara khususnya perkara tindak pidana korupsi
yang dilakukan oleh Militer.

Saran terhadap KPK yakni, apabila ketentuan pada Pasal 65
UU No. 34 Tahun 2004 belum dapat terlaksana, sebaiknya
KPK dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelidik hingga
penuntut umum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan
oleh militer, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal
42 UU No. 30 Tahun 2002 yang berbunyi “Komisi
Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan serta
mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan
tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang
yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.”
sehingga KPK wajib melakukan koordinasi terhadap APH di
lingkungan militer agar tidak menimbulkan kegaduhan di
antara APH vyang berwenang untuk menangani perkara,
mengingat bahwa dalam hukum acara pidana militer dikenal
adanya asas kesatuan komando, asas komandan bertanggung

jawab atas anak buahnya dan asas kepentingan militer.
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